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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang membahas pokok-pokok 

permasalahan yang telah dibahas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1. Peran PPAT dalam membuat akta jual beli tanah bersertifikat adalah 

sebagai sebuah pembuktian terhadap akta yang telah dibuatnya 

memiliki sebuah kepastian dan perlindungan hukum sehingga 

Tanggung jawab sebagai PPAT dalam pembuatan akta yang terdapat 

kesalahan obyek  dapat dilakukan sesuai dengan pelanggaran yang 

dilakukan PPAT. Seperti tanggung jawab administrasi, tanggung 

jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab moral. 

Tanggung jawab moral tidak selalu sama dengan tanggung jawab 

hukum. Tanggung jawab hukum dapat dilakukan ketika PPAT 

menyimpang dari prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang 

atau Peraturan Pemerintah dan Kode Etik IPPAT. 

5.1.2.  Para pihak yang mengalami hambatan ketika dalam proses pembuatan 

akta jual beli tanah terdapat kesalahan obyek yang menyebabkan 

pekerjaan para pihak tertunda sehingga upaya yang dilakukan oleh 

PPAT ketika terdapat kesalahan obyek dalam pembuatan akta dapat 

melakukannya secara merevisi akta jual beli tanah bersertifikat atau 

akta direnvoi. PPAT juga bisa menggunakan cara merenkonstruksi 

ulang atau membuat ulang akta jual beli bersertifikat sebelum masuk 
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ke dalam Badan Pertanahan Nasional. Apabila akta tersebut sudah 

masuk ke Badan Pertanahan Nasional maka PPAT melakukannya 

secara akta tukar menukar dengan pihak lain yang memiliki kondisi 

yang sama sesuai dengan kesepakatan dari para pihak.  

5.2. Saran  

5.2.1.  Sehubungan dengan para pihak agar  lebih memeriksa terlebih dahulu 

dan teliti sebelum melaksanakan transaksi jual beli, diharapkan untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap lokasi tanah atau rumah yang akan 

dibelinya. Dengan adanya  perlakuan tersebut maka dapat 

menghindari terjadinya kelalaian atau kesalahan terkait obyek tanah 

dalam akta jual beli tanah bersertifikat yang telah dilakukan oleh para 

pihak. 

5.2.2.  Diharapkan seorang PPAT harus lebih teliti lagi dalam menjalankan 

tugasnya mengingat tugas PPAT sendiri merupakan sebagai alat 

pembuktian dalam membuat akta yang telah dilakukan sesuai dengan 

perbuatan hukum tentang hak atas tanah yang dapat menjadi dasar 

untuk mendaftarkan tanah atau sebagai perubahan data di dalam 

pendaftaran tanah dan menerapkan pembuatan akta sesuai prosedur 

yang ada di dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dan 

Kode Etik IPPAT agar berhati-hati dalam memfasilitasi pembuatan 

perjanjian jual beli  hak atas tanah.  
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